SALINAN

NOMOR 80/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nemor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Malang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan



10.

11.

12.

13.

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3562);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tehun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan,

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2010 tentang Pedoman  Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan,
Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);



14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan
Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2017
Nomor 1052);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 121});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kota Malang
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 41});



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk yang selanjutnya
disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Malang,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Malang.

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya
disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh
masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka
membangun, memelihara, dan memberdayakan umat
beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat
FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan
kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan
untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan
mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya
disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk
kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya
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10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

(3)

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan
tujuan untuk berpasrtisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19435.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya
disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat
yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara
kewaspadaan dini masyarakat.

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi
dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah
terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik,
penghentian konflik dan pemulihan pascakonilik.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan

UImuuT.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bakesbangpol merupakan Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik berkedudukan di bawah
Walikota.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan
berkedudukan di bawah Bakesbangpol.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan
berkedudukan di bawah Bakesbangpol.



(4)

(3)

(2)

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan
berkedudukan di bawah Sekretariat.

Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan
berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Bakesbangpol, terdiri dari:

a.

Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri

dari:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
dan

2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama,;

Bidang  Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan, terdiri dari:

1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik, terdiri dari;

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama
Intelijen; dan

2. Subbidang Penanganan Konflik;

e. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



(1)

(2)

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa
dan politik sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebjjakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan  polittk dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan  politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
kota sesuai dengan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri



(1)

(2)

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan
Bakesbangpol; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas  merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan,
kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungst:

a. perumusan program Sekretariat berdasarkan
perencanaan Strategis;

b. pengoordinasian dan  penyusunan rencana,
program, dan anggaran;

c. pelaksanaan program Sckretariat;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan
dokumentasi serta kerja sama di lingkungan
Bakesbangpol,

e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan
masyarakat serta bahan publikasi;



(1)

(2)

pengelolaan barang milik daerah yang menjadi
kewenangan Bakesbangpol;

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Sekretariat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bakesbangpol sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan

bahan administrasi keuangan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program
Sekretariat;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan
anggaran;

pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana
kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja,
pelaporan capaian kinerja;

pelaksanaan penatausahaan keuangan;

penyiapan bahan  pelaksanaan  pengelolaan
akuntansi keuangan;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan
termasuk  penyelesaian rekomendasi  hasil
pengawasan;

penyiapan bahan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keunangan,
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(1)

(2)

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja
sama, hubungan masyarakat, rumah tangga,
perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian

Bakesbangpol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan program
Sekretariat;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan,
pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan wurusan rumah
tangga dan keprotokolan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang
hubungan masyarakat;

e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan
kebutuhan kepegawaian mulai penempatan
formasi, pengusulan dalam jabatan, wusulan
pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian
penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja
pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji
aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan,

mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian

I



(1)

(2)

dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan
disiplin pegawai;

f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan
kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan,
serta pengamanan perlengkapan dan aset;

g, penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian
aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban
atas barang-barang inventaris;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
pemanfaatan dan penghapusan serta
penatausahaan barang milik daerah;

i. penyusunan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;

LY
-

k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 8

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
Tunggal lka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

menyelenggarakan fungsi:
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. perumusan program Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama;

. penyusunan program kerja di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan,;

. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan  narkotika  serta  fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan,;

. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
Tunggal Ika dan sejarah Lkebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka
Tunggal lka dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan,

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan

13



{1)

2)

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka

Tunggal [ka, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,;

b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan
kebangsaan;

¢. penyiapan bahan pembinaan ideologi dan wawasan
kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan
kapasitas bela negara;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi forum
pembauran kebangsaan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
peningkatan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

g penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pusat
pendidikan wawasan kebangsaan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Subbidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan; dan
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i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

(1)

(2)

Pasal 10

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan  penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, dan Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;,

b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, dan agama,;

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika,

d. penyiapan  bahan  pelaksanaan  koordinasi
ketahanan ekonomi, sosial, budaya;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi ketahanan
ekonomi, sosial, budaya;

f penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi lembaga
penghayat kepercayaan;

g. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerukunan
umat beragama;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, dan Agama; dan
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(1)

(2)

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 11

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan program dan kegiatan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pembinaan dan pengawasan

ormas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan

Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum Kkepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pembinaan dan pengawasan ormas;

b. pelaksanaan pendidikan demokrasi, politik dan
etika budaya politik;

c. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik;

d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah;

e. pelaksanaan pemantauan situasi politik;

f. pelaksanaan koordinast pembinaan dan
pengawasarn ormas,

pelaksanaan koordinasi pengawasan ormas asing;

g

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan; dan
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(1)

{2)

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik dan etika budaya politik,
peningkatan  demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Subbidang Politik Dalam Negeri

mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang
Politik Dalam Negeri;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pendidikan politik dan
etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan
demokrasi, politik dan etika budaya politik;

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
penyelenggaraan  pemilihan  umum/pemilihan
umum kepala daerah;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan situasi

politik;
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(1)

(2)

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan

fungsi Subbidang Politik Dalam Negeri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pembinaan dan pengawasan ormas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbidang Organisasi kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang
Organisast Kemasyarakatan;

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam
rangka pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing;

penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
pendaftaran ormas dan peningkatan kapasitas
ormas;

penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
pengawasan ormas dan ormas asing;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.



Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 14

{1} Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini,

kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, penanganan konflik serta

fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan program Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik;

perumusan kebijakan teknis kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik;

pelaksanaan deteksi dini atas potensi gangguan
stabilitas Daerah;

pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini,
kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing;

pelaksanaan  fasilitasi kelembagaan  bidang
kewaspadaan,;

pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial;
pelaksanaan fasilitasi forkopimda;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Kepala

Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

Pasal 15

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,
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(2)

(1)

(2)

pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja

Sama Intelijen menyclenggarakan fungsi:

a. perencanaan Kkegiatan dan anggaran Subbidang
Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;

b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini dan kerja
sama intelijen;

c. penyiapan bahan pelaksanaan deteksi dini atas
potensi gangguan stabilitas Daerah,;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi bidang
kewaspadaan dini, kerja sama intelijjen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja
Sama Intelijen; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 16

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penaganan konflik serta fasilitasi forkopimda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub bidang Penanganan Konflik
menyelenggarakan fungsi:
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a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang
Penanganan Konflik;

b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan penanganan konflik;

Cc. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
penanganan konflik sosial;

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi
forkopimda;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencegahan,
penanganan dan pemulihan situasi di daerah konflik;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan daerah
rawan konflik;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Subbidang Penanganan Konflik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat
dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 19

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, terbagi dalam berbagai kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban
kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang serta Kepala Subbidang,
Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal
maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah
Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta
unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota.

Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang
atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
Kedudukan  Pejabat  fungsional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta
jabatan.

Pasal 21

Setiap unsur pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan

melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang

(1)

(2)

Pasal 22

Kepala Badan dalam  melaksanakan  tugas
bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.
Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan

tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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(3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan
Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,
ttd.
SUTIAJI
Diundangkan di Malang Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 31 Desember 2019 LA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Pcrrlﬁ)ina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 80

WASTO
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